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Seperti diketahui bahwa
Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang
sebagaimana terurai
dalam DIPA Tahun 2019
menerima 3 (tiga)
macam Program yaitu :

I. Program  Dukungan

Manajemen dan
Pelaksanaan  Tugas
Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana  Aparatur
Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara
(TUN)

PRAKATA

emenuhi surat Sekretaris Mahkamah
1064/SEK/OT.01.2/
11/2019 pada tanggal 15 November

Agung Rl Nomor

2019, Perihal : Penyampaian Dokumen Sakip. Telah
disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP)
Tahun 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang yang berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  dan
Peraturan Kementerion Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan
kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang disusun, sebagai Laporan
Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, 19 Februari 2020
Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang
kil Ketua,
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KEMUDAHAN 1
BERUSAHA & PERAN (/)
MAHKAMAH AGUNG  \Z=))

alah satu azas dalam penerapan tata

kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas

merupakan pertanggung jawaban dari

IKHTISAR

LKJIP  ini  menyaqjikan
pencapaian kinerja dari
Satuan Kerja Pengadilan
Tata Usaha  Negara
Serang selama tahun
2019 yang merupakan
pelaksanaan amanah
yang diemban  oleh
organisasi. Meskipun
Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014
mengisyaratkan  sefiap
Instansi Pemerintah
menyusun suatu laporan
akuntabilitas, namun
LKJIP ini juga merupakan
kebutuhan kami dalam
melakukan analisis dan
evaluasi  kinerja dalam
rangka peningkatan
kinerja organisasi secara
menyeluruh.

LKJIP  Tahun 2019 ini
menyajikan berbagai
kegiatan yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) T/

rm& —— amanah atau mandat yang melekat pada
= & suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran

~~,. tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (LKJIP) pada Satuan
Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Tahun 2019 ini disusun.

dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Pengadilan
Tata Usaha  Negara
Serang sesuai dengan Tata Cara
tugas pokok dan
fungsinya sebagai
Peradilan Tingkat
Pertama dan  sesudi
dengan Visi Misinya yaitu
mewujudkan supremasi
hukum melalui
kekuasaan  kehakiman
yang mandir, efektif,

NI ~
@ NaLne v, € - Fling -

efisien, serta
mendapatkan

kepercayaan publik,
profesional dan

memberikan pelayanan
hukum yang berkualitas,

efis, terjongkau  dan PEMBAYARAN
biaya rendah  bagi [
masyarakat serta

mampu menjawab

panggilan pelayanan
publik.
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. latar Belakang

Secara umum
kebijakan yang
dilakukan oleh

Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang dalam

melaksanakan  seluruh
kegiatan yang
berkaitan dengan

kepentingan Peradilan
Tingkat Pertama , baik
yang bersifat  admin
istratif, keuangan dan
organisasi mengacu
pada Surat Peraturan
Mahkamah

Agung No. 7 Tahun
2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
Peradilan, Lembaga
Mahkamah Agung RI
sebagai  salah  satu
institusi negara/
kepemerintahan sesuaqi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia &
Nomor : 18 Tahun 2011. Wilayah hukum Pengadilan Tala

Usaha Negara Serang meliputi Kabupalen Sera

Serang, Kabupaten Lebak, Kabupalen Pandeglang, Kola R
(ilegon, Kabupaten Tangerang Kola Tangerang dan &

Tangerng Selatan.

dengan
Majelis
Permusyawaratan

Rakyat Nomor

XI/MPR/1998  tentang
Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dan
Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014

Ketetapan

tentang  Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah,
berkewajiban untuk
mempertanggung
jawabkan pelaksanaan
tugas, fungsi dan
peranannya dalam
pengelolaan sumber

daya dan sumber dana
serta kewenangan
yang ada yang

dipercayakan kepada
publik.

ng, Kola

Gedung Pengadilan Tala Usaha Negara Serang lerlelak
Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3 Km. 5, Kelurahan

Banjarsari

Kecamatan (ipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

Telepon/Fax (0254) 214085 — 214855
e-mail : plun.serang@gmail.com
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Maksud dan Tujuan

Mengenai maksud dan tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Pejabat
atau Badan Tata Usaha Negara dengan Masyarakat di wilayah Propinsi
Banten.

2. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan sewenang -
wenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara vyaitu dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang dinilai merugikan masyarakat.

3. Untuk membangun pemerintah yang mandiri, efisien, berwibawa, bersih,
transparan serta bertanggung jawab.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan Tata
Usaha Negara di berbagai
negara modern terutama
negara - negara Kesejahteraan OMMSTE NIVECOUTT FSERANG
(Welfare  State)  merupakan
suatu fonggak yang menjadi
tumpuan harapan masyarakat
atau  warga nhegara untfuk
mempertahankan hak - haknya
yang dirugikan oleh perbuatan
pejabat  administrasi  karena
keputusan yang dikeluarkannya.

Maksud pembentukan Peradilan Tata
Usaha Negara adalah untuk
memberikan perlindungan hukum bagi
warga masyarakat terhadap perbuatan
pejabat administrasi yang melanggar
hak asasi dalam lapangan  hukum
administrasi negara. Kecuali itu,
kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara
akan memberikan perlindungan hukum
yang sama kepada pejabat administrasi
yang bertindak benar dan sesuadi
dengan hukum.
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o fungsi dari' Poraditen Tata Usaha Negara adatah pertans,
sebagas lembaga Rontrol //wyam@/ lorhadsp Cindakan pejabat
adninistrasi supaya  lelap berada daban rel hakun, Kodug,

adabak

m&yaﬁa&f dar( - perbuatun mﬂv(/}af takun yany ditakukan  obols pejabat

adninistrasi,

Sebagai lembaga pengawas

(judicial control), ciri - cirn yang

melekat pada Peradilan Tata Usaha

Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan
bersifat “external control”, karena

merupakan lembaga yang
berada di  luar  kekuasaan
pemerintahan.

2. Pengawasan yang dilakukan lebih
menekankan pada tindakan
represif atau lazim disebut “control
a  posteriori”,  karena = selalu
dilokukan  sesudah  terjadinya
perbuatan yang dikontrol.

3. Pengawasan itu bertitik tolak pada
segi  ‘“legalitas”, karena hanya
menilai dari segi hukum
(rechmatigheid) - nya saja.

Pejabat  administrasi  didalam
menjalankan  tugas kewajibannya
senanfiasa  melakukan perbuatan,
yakni suatu findakan bersifat akitif

sebagal’ wadat /;(M)(/M// kil indinide dan warga

atau pasif yang nuak lepas dari
kekuasaan yang melekat padanya
karena inhaerent atau als zodanig
dalam menunaikan fugas -
jabatannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya
tersebut pejabat administrasi harus

mempunyai kewenangan sebagai
dasar hukumnya. Hal ini  sesuaqi
dengan pendapat Mochtar

Kusumaatmadja, yang mengatakan

bahwa :
Kekuasaan sering bersunber pada wewenanp fmrm/ ﬂfmx«/

authority % yang memberiban wewenany atau Rekuasaan Kepada
Seseoranp atau suatu //Z«[ dalane suatu bidanp tortentu 7

Dalam hal demikian dapat kita
katakan, bahwa kekuasaan itu
bersumber pada hukum, yaitu
ketentuan - ketentuan hukum yang
mengatur pemberion  wewenang
tadi.

Berkenaan dongan Kekuasaan i Kita teringat akan pendapat Uokn Enerick Ldwed Datherg Aeton atau tobitk dienad denpan Lord Aston yarng

m,/rgafafd/( bakwa

powes lenat to Wf/‘y/ rd st  powes tona 2o Wf/‘y/ ﬂA’ﬂ/«'&z%,

e —————— e e e —_—__ s ———
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Melihat kenyataan tersebut, dapat
dipahami bahwa Peradilan Tata
Usaha Negara sangat diperlukan
keberadaannya sebagai salah satu
jalur bagi para pencari keadilan
yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh pejabat administrasi
karena dalam melaksanakan
kekuasaannya itu ternyata  yang
bersangkutan terbukti melanggar
ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha
Negara merupakan suatu tonggak
yang menjadi tumpuan masyarakat

atau warga negara untuk
mempertahankan hak-haknya yang
dirugikan oleh suatu perbuatan
administrasi negara yang

mengandung kekeliruan, kesalahan
dan yang bertentangan dengan
undang-undang. Perbuatan pejabat
administrasi yang demikian ini disebut
sebagai suatu perbuatan  yang
melanggar hukum dan
bertentangan dengan asas - asas
umum pemerinfahan  yang baik.

ADMINISTRATIVE COURTOF SERANG
PENGADILAN 'ATA USAHA NEBATI I TERANG

C. Visi dan Misi

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada

Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai

tujuan Negara Republik Indonesia. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan

di Bidang Hukum Administrasi Negara mendukung visi dan misi Mahkamah

Agung Rl yang dirumuskan oleh pimpinan MA pada tanggal 10 September

2009 yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

e —————— e e e —_—__ s ———
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Dalam cetak biru ini dituangkan
usaha-usaha  perbaikan  untuk
mewujudkan badan peradilan
Indonesia yang agung. Secara
ideal dapat diwujudkan sebagai
sebuah Badan Peradilan yang:

1.

10.

Melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman secara
independen, efektif, dan
berkeadilan.

Didukung pengelolaan
anggaran  berbasis  kinerja
secara mandiri yang
dialokasikan secara

proporsional dalam APBN.

Memiliki struktur organisasi yang

tepat dan manajemen

organisasi yang jelas dan
terukur.

4. Menyelenggarakan
manajemen dan administrasi
proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan
proporsional.

Mengelola sarana prasarana

dalom rangka mendukung

lingkungan kerja yang aman,
nyaman, dan kondusif bagi
penyelenggaraan peradilan.

Mengelola dan  membina

sumber daya manusia yang

kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta
personil peradilan yang
berintegritas dan profesional.

Didukung pengawasan secara

efektif  terhadap perilaku,

administrasi, dan  jalannya
peradilan.

Berorientasi pada pelayanan

publik yang prima.

Memiliki manajemen informasi

yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi.

Modern dengan berbasis Tl

terpadu.

\

Vlllllllllll l!'IIIl|

wllilSe

a&\ﬁ N

My Badoy F2raditly diamashan didlon g0apa merogr
winips, mewggadbar Gaddor peradilr thibresic payp gpugp.
o@/é/‘f//ﬂ'/‘d//él swlelinmpps, /ﬁéf/ﬂ/éﬁ%’dﬂ typas
ko dor fuyps: Gadlor peradilor aditih peliksananr frpsr
Lebaasaar Lebakimar pagp ofelff path o
Menatas suati feyéﬁ/mwémﬁl suati nasaleh
hukan gana meqegahibar hakan dor Meadbr derdasartar
Pweasits dor HHD 7975 degpar didasars Hogpappar,

fikaray, dor o s,

e —————— e e e —_—__ s ———
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PTUN SERANG 11



Misi Badan Peradilan

peradilan.

4. Meningkatkan

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan

kredibilitas dan  transparansi

badan peradilan.

erilut adatah peyjetusan Keempat misi Badan  Foraditen yanp djpagas, dabam ranpha memastiban Terwsjudya Badan Foraditan

Indonesia yuy Apunp v

. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat
suatu

utama terselenggaranya
proses peradilan yang
obyektif adalah adanya
kemandirian lembaga yang
menyelenggarakan peradilan,
yaitu kemandirian badan peradilan

sebagai sebuah lembaga
(kemandirian institusional),  serta
kemandirian hakim dalam
menjalankan fungsinya
(kemandirian individual/
fungsional). Kemandirian menjadi
kata kunci dalam usaha

melaksanakan tugas pokok dan
fungsi badan peradilan secara
efektif. Sebagai konsekuensi dari
penyatuan atap, di mana badan
peradilan  telah  mendapatkan
kewenangan atas urusan
organisasi, administrasi dan finansial
(konsep satu atap), maka fungsi
perencanaan, pelaksanaan, serta
pengawasan organisasi,
administrasi, dan finansial seluruh
badan peradilan di Indonesia harus
dijalankan secara baik. Hal ini
dimaksudkan agar tidak
mengganggu pelaksanaan tugas
kekuasaan kehakiman yang

diembannya. Hal penting lain yang

perlu diperjuangkan adalah
kemandirian pengelolaan
anggaran  berbasis  kinerja  dan

penyediaan sarana pendukung
dalom bentuk alokasi yang pasti

dari APBN. Kebutuhan adanya
kepastian ini untuk memberikan
jaminan penyelenggaraan

pengadilan di seluruh Indonesia.
Selain  kemandirian institusional,
kemandirian badan peradilan juga
mengandung aspek kemandirian
hakim untuk memutus (kemandirian
individual/ fungsional) yang terkait

erat dengan tujuan
penyelenggaraan pengadilan.
Tujuan peyelenggaraan
pengadilan yang dimaksud adalah
untuk menjamin adanya
pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil bagi setiap
manusia. Selain itu, juga perlu
dibangun pemahaman dan

kemampuan yang setara di antara

para hakim mengenai masalah-
masalah hukum yang
berkembang.

e —————— e e e —_—__ s ———
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PTUN SERANG 12



Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah
menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan
keadilan.Menyadari hal ini,
orientasi perbaikan yang
dilakukan MA
mempertimbangkan kepentingan
pencari keadilan dalam
memperoleh keadilan. Adalah
keharusan bagi setiap badan

peradilan untuk meningkatkan
pelayanan publik dan
memberikan  jaminan proses
peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari
keadilan pada dasarnya
merupakan suatu  nilai yang
subyektif, karena adil menurut

satu pihak belum tentu adil bagi
Penyelenggaraan
penegakan

pihak lain.

peradilan atau

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada

hukum harus dipahami sebagai
sarana untuk menjamin adanya
suatu proses yang adil, dalam
rangka menghasilkan  putusan
yang mempertimbangkan
kepentingan (keadilan menurut)
kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan
oleh MA, selain menyentuh aspek

yudisial, yaitu substansi putusan
yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga
akan meliputi peningkatan

pelayanan administratif sebagai
penunjong berjalannya proses
yang adil. Sebagai contoh adalah
adanya pengumuman jadwal
sidang secara terbuka dan
pemberian salinan putusan,
sebagai bentuk jaminan akses
bagi pencari keadilan.

. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas
dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu
atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis
yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan

non-teknis

(kepemimpinan dan  manajerial).Terkait aspek yudisial,

seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga
adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.Untuk area
non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu

B e ————
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oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan
peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada

peningkatan  kualitas

kepemimpinan

badan peradilon dengan

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan
non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas  dan
badan peradilan merupakan
faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan
pencari keadilan kepada badan
peradilan. Upaya menjaga
kredibilitas akan dilakukan
dengan mengefektifkan sistem
pembinaan, pengawasan, serta
publikasi putusan-putusan yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Selain sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik,
adanya pengelolaan organisasi

transparansi

yang  terbuka, juga  akan
membangun kepercayaan
pengemban  kepentingan  di
dalam badan peradilan itu
sendiri.

Melalui  keterbukaan informasi
dan pelaporan internal, personil
peradilan akan mendapatkan
kejelasan mengenai jenjang karir,
kesempatan pengembangan diri
dengan pendidikan dan
pelatihan, serta penghargaan
ataupun hukuman yang mungkin
mereka dapatkan. Terlaksananya
prinsip  fransparansi, pemberian
perlakuan yang setara, serta
jaminan proses yang jujur dan
adil, hanya dapat dicapai
dengan usaha para personil

peradilan untuk bekerja secara
profesional
integritasnya

dan menjaga
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Secara umum dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

TERWUJUDNYA
BADAN PERADILAN INDONESIA
YANG AGUNG

MENIALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA
MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADLAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN PENYELENGGARAAN
YANG MERDEKA PERADILANYANG JUJUR
DANADIL

MEMBERIKAN PELAYANAN
HUKUMYANG
BERKEADILAN KEPADA
PENCARI KEADILAN

MENJAGA

KEMANDIRIAN MENINGKATKAN
KUALITAS

BADAN KEPEMIMPINAN BADAN
PERADILAN PERADILAN
MENINGKATKAN AN PENGAKUAN, AMINAN, PERLINDUNGAN
KREDIBILITAS DAN . DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI

TRANSPARANSI BADAN
PERADILAN

BADAN PERADILAN YANG MENIALANKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSINYA SECARA EFEKTIF DENGAN DIDASARI KEAGUNGAN,
KELLMURAN, DAN KEMULIAAN INSTITUS!
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D. Renstra

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam
bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi
dasar perilaku seluruh warga badan peradilon dalom upaya mencapai
visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk
budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD
1945)

a. Kemandirian Institusional :
Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari
intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :
Setfiap hakim wajib menjaga kemandiriaon dalam menjalankan tugas
dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam
memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum
yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau
ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan
dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus
dapat menjadi teladan
bagi masyarakatnya.
Perilaku hakim yang jujur
dan adil dalam
menjalankan tugasnya,
akan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat
akan kredibilitas putusan
yang kemudian
dibuatnya. Integritas dan
kejujuran harus menjiwai
pelaksanaan tugas
aparatur peradilan.
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3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan 4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat
Pasal 53 Undang-Undang (2) dan Pasal 5 Undang-
No. 48 Tahun 2009 tentang Undang No. 48 Tahun 2009

Kekuasaan Kehakiman) tentang Kekuasaan
Kehakiman)

Hakim harus mampu

melaksanakan tugasnya Badan Peradilan harus tanggap
menjalankan kekuasaan atas kebutuhan pencari keadilan,
kehakiman dengan  profesional serta berusaha mengatasi segala
dan penuh tanggung jawab. Hal hambatan dan rinfangan untuk
ini antara lain diWUjUden dapat mencapai peradilan yang
dengan memperlakukan  pihak- sederhana, cepat, dan biaya
pihak yang berperkara se cara ringan. Selain itu, hakim juga
profesional, membuat  putusan harus menggali, mengikuti, dan
yang didasari  dengan dasar memahami nilai-nilai hukum dan
alasan yang memadai, serta rasa keadilan yang hidup dalam
usaha untuk selalu mengikuti masyarakat.

perkembangan masalah-

masalah hukum aktual. Begitu
pula halnya dengan aparatur
peradilan,  tugas-fugas  yang
diemban juga harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab
dan profesional.

-—_-- —qﬂ

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal
52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan
sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum
yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan
suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan
penerapannya di Indonesia.

e —————— e e e —_—__ s ———
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.Ketidakberpihakan (Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan
syarat utama terselenggaranya

proses peradilan yang jujur dan
adil, serta dihasilkannya suatu

putusan yang
mempertimbangkan
pendapat/kepentingan para

pihak tferkait. Untuk itu, aparatur
peradilan harus fidak berpihak
dalam memperlakukan pihak-
pihak yang berperkara.

7.Perlakuan yang sama di

hadapan hukum (Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945; Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 52 UU No.
48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman)
Setfiap warga negara, khususnya
pencari keadilan, berhak
mendapat perlakuan yang sama
dari Badan Peradilan untuk
mendapatkan pengakuan,
jaminan,  perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta
perlakuan  yang sama di
hadapan hukum.

€. Tugas Pokok dan fungsi

Pengaditen Tata Usaka Negara Seranp
mﬁa/afd/r /ﬁg}&/{//a/( /emza&%r Tata Usaha
Negara & bawak Makkanah Apung K/
sebagal peluksana Kekuasaan Kehakinan yanp
merdeka wntukt menyelonggarakian peraditan
guna menegakan Hikun dan Keaditan,
Penpaditan 7ata Usaka /Ve;«a/‘a Serang
sebagas Kawal depan (Voory post) Makhamah
Apang, bertugas dan berwenany menering,
memeriksa, memulus dan M&/{f&/é&’d/}ga/(

/06/‘/€d/‘d ponp masak & f/){//gaf pertana,
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dapan Cugas /M/&Z dan f«/{/«f/ sesual denpan straktur organsasi e = .
sesual denpan S A Nomor 7 Tathan 2075 adabah sebagal

beriut:

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinqr{f‘*‘;i-:,-.-_._- ==x:m Tata

Usaha Negara Serang ).

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas
perkara dan surat-surat lain yang berhnubungan dengan perkara yang
digjukan kepada Maijelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta
perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan tferselenggara dengan
wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan
mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita
Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang.

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu
Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara yang diterima di
Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-
undang yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang ftitipan
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat
lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Sekretaris

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur
tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta
seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
Sekretaris mengatur tugas - tugas Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana, dan
Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

B e ————
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MAJELIS HAKIM

1. H.SULARNO, S.H., M.Si.

2. HENRIETTE S. PUTUHENA, $.H., M.H.
3. ANDRY ASANI, S.H., M.H.

4. ELIZABETH |.E.H.L. TOBING, $.H..M.Hum
5. INDRA KESUMA NUSANTARA, 5.H.

6. H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

7. M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

8. ELFIANY, S.H., M.Kn.

9. SYAFAAT, 5.H., M.H., M.M.

10. SUDARSONO, S.H., M.H.

11. MEITA 5. MERLY LENGKONG, S.H.

12. ANDI FAHMI AZIS, S.H.

13. M. IKBAR ANDI ENDANG, S5.H., M.H.
14. JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.
15. RETNO ARIYANI, S.H.

16. AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.
17. YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

STRUKTUR ORGANISASI PTUN SERANG 2019

H. SULARNO, §.H., M.Si.

TS
HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
|

PANITERA

SUWARNA, S.H., M.H.

PANITERA MUDA PERKARA

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

DIAN KUSPRIYATNO, S.H.

KELOMPOK FUNGSIONAL
KEPANITERAAN
PANITERA PENGGANTI

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.
SOPIAH, S.H.
WIRDAYATI, A.Md.
ELVINA R. TAMPUBOLON, 5.H., M.H.
HAMBALI, S.H., M.H.

Subom s

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

JIMMY F. D. SIANTURI, $.H. (CPNS)

MORIS FERNANDO HENDRANATA S.H.

SUFI ARYANI, S.E.

SEKAR ANNISA, $.H. (Calon Hakim)

ANDREAS ASES, §.H., M.H.

[
KASUBAG KEPEGAWAIAN, KASUBAG PERENCANAAN,
EAMHERAGANDA HUEUA) ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TI DAN PELAPORAN

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

TAUFIK RAHMAN, §.50s., M.M,

PERINA NUR ASSYIFA, S.I.P. (CPNS)

= m = = = GARIS KOORDINASI
GARIS TANGGUNGJAWAB

S e e ————
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Area |l

(Program Manajemen Perubahan)

KETUA:
MUHAMMAD FERRY IRAWAN, SH., MH.
SEKRETARIS:
HAMBALI, SH.
ANGGOTA:
FITRIANI, S.Pd.I.

Area V

(Penataan Sistem Manajemen SDM dan

Aparatur)
KETUA:

ELIZABETH L.LE.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS:
SUFI ARYANI, SE.
ANGGOTA:
SUSHARDIYANTO WIBOWO, SE.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM REFORMASI BIROKRASI

TIM PENGARAH

KETUA:
H. SULARNO, S.H., M.Si.
ANGGOTA:
1. SUWARNA, S.H., M.H.
2. MORIS FERNANDO HENDRANATA, S.H.

TIM SEKRETARIAT

| KETUA:
‘ HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
WAKIL KETUA:
MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH.
4 SEKRETARIS:
ANDREAS ASES, SH., MH.
ANGGOTA:
YUNITA SUNDARI, A.Md.

KELOMPOK KERJA

Area ll

Area Il Area IV

(Penataan Peraturan Perundang-
Undangan)

(Penataan dan Penguatan Organisasi) (Penataan Tata Laksana)

KETUA: | KETUA: KETUA:
SYAFAAT, SH., MH., MM. ‘ INDRA KESUMA NUSANTARA, SH. ANDRY ASANI, SH., MH.
SEKRETARIS: SEKRETARIS: SEKRETARIS:
ANDI FAHMI AZIS, SH. YUSTIKA HARDWIANDITA, SH. TAUFIK RAHMAN S.So0s., MM.
ANGGOTA: ANGGOTA: ANGGOTA:
ELVINA R. TAMPUBOLON, SH., MH. SOPIAH, SH. MUTALA'AH, SH.

KELOMPOK KERJA

Area VI Area Vil

(Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Area Vii

(Penguatan Pengawasan) (Peningkatan Kualitas Pelayanan

KETUA: KETUA: KETUA:
M. IKBAR ANDI ENDANG, SH., MH. H. ERI ELFI RITONGA, SH., MH. ELFIANY, SH., M.Kn.
SEKRETARIS: SEKRETARIS: SEKRETARIS:
Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, SH., MH. HJ. ERINA SORAYA, SH., MH. JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.,MH.
ANGGOTA: ANGGOTA: ANGGOTA:

DHONNI ADHITA SAPUTRA, SH.
WIRDAYATI, A.Md.

JAPAR SAHRONI, S.AP. DIAN KUSPRIYATNO, SH.

S e e ————
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STRUKTUR ORGANISASI
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK DAN WBBM

TIM PENGARAH

KETUA: ’
H. SULARNO, SH.,M.Si.

ANGGOTA:
1. SUWARNA, S.H., M.H. TIM SEKRETARIAT

2. MORIS FERNANDO HENDRANATA, S.H. KETUA: ‘

HENRIETTE S. PUTUHENA, SH., MH.
WAKIL KETUA:
MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH.
SEKRETARIS:
ANDREAS ASES, SH., MH.
ANGGOTA:
YUNITA SUNDARI, A.Md.

KELOMPOK KERJA

Komponen Pengungkit Penataan Komponen Pengungkit Penataan

Komponen Pengungkit Manajemen

Perubahan Tatalaksana Sistem Manajemen SDM

. ANDRY ASANI, SH., MH.

. ANDI FAHMI AZIS, SH.

. TAUFIK RAHMAN, S.Sos., MM.
. FITRIANIL, S.Pd.|

ELIZABETH 1.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
H. ERI ELFI RITONGA, SH., MH.

. SUFI ARYANI, SE.

. ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON, SH.,
MH.

. SOPIAH, SH.
. HAMBALI, SH., MH.
. LUQGMAN NUL HAQIM

|1. MUHAMMAD FERRY IRAWAN, SH., MH. ' ’

BWN =
AwN o

KELOMPOK KERJA

Komponen Pengungkit Penguatan Komponen Pengungkit Penguatan Komponen Pengungkit Penguatan

Akuntabilitas Kinerja Pengawasan

Kualitas Pelayanan Publik

. ELFIANY, SH., M.Kn.
. JIMMY RIYANT NATAREZA, SH., MH.
. DHONNI ADHITA SAPUTRA, SH.

. WIRDAYATI, A.Md.

. MUTALA'AH, SH.

. M. IKBAR ANDI| ENDANG, SH.,MH.

. SYAFAAT, SH., MH., MM.

. Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, SH., MH.
. JAPAR SAHRONI, S.AP.

. INDRA KESUMA NUSANTARA, SH.
. YUSTIKA HARDWIANDITA, SH.

. HJ. ERINA SORAYA, SH., MH.
DIAN KUSPRIYATNO, SH.

BON=
AN~
nbhON-=
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STRUKTUR ORGANISASI
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 92001:2015

FUNGSIONAL & KEPANITERAAN

SUWARNA, S.H., M.H.

Fungsional / Teknis

- M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.
- Hj. ERINA SORAYA, S.H.,, M.H.

- SOPIAH, S.H.

Kepaniteraan Perkara

- DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

- WIRDAYATI, A.Md.

- DIAN KUSPRIYATNO, SH.
Kepaniteraan Hukum

- HJ. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.
- JAPAR SAHRONI, S.AP.

MANAJEMEN PUNCAK

H. SULARNO, S.H., MSi.

WAKIL MANAJEMEN SEKRETARIS

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. ELFIANY, S.H., M.Kn.

KESEKRETARIATAN

MORIS FERNANDO HENDRANATA, S.H.

Sub Bagian Umum dan Keuangan
TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON, S.H., M.H.
FITRIANI, S.Pd.1.

Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan
ANDREAS ASES, S.H., M.H.
AGUNG PERMADI
LUQMAN NUL HAQIM

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
SUFI ARYANI, S.E.
HAMBALI, S.H., M.H.
YUNITA SUNDARI, A.Md.

S e e ————
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STRUKTUR ORGANISASI
AKREDITASI PENJAMIN MUTU

KETUA TIM PENJAMIN MUTU / TOP MANAGER

H. SULARNO, S.H., M Si.

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. ELFIANY, S.H., M.Kn.

INTERNAL AUDITOR TIM SURVEI KEPUASAN LAYANAN DOCUMENT CONTROL
ELIZABETH L.E.H.L. TOBING, SH., MH. SUWARNA, S.H., M.H. MORIS FERNANDO HENDRANATA, S.H.

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
1. INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H. 1. DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. 1. ANDREAS ASES, S.H., M.H.

. ANDRY ASANI, S.H., M.H. 2. Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H. 2. TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.

. H. ERI ELFI RITONGA, SH., MH. 3. Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H. 3. SUFI ARYANI, S.E.

. M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. 4. SOPIAH, S.H. 4. HAMBALI, S.H.

. SYAFAAT, SH., M.H., M.M. 5. WIRDAYATI, A.Md. 5. ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

6. DIAN KUSPRIYATNO, S.H.

. ANDI FAHMI AZIS, S.H.
. M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.
. JIMMY RIYANT NATAREZA, SH., MH.

2
3
4
5
6. MEITA SANDRA MERLI LENGKONG,S.H.
7
8
9
10.YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

S e e ————
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JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Seluruhnya
berjumlah 46 (Empat Puluh Enam) orang, terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer = 14 Orang
Golongan | = - Orang
Golongan i = - Orang
Golongan i = 22 Orang
Golongan IV = 10 Orang
b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 17 Orang
Panitera = 1 Orang
Panitera Muda Perkara = 1 Orang
Panitera Muda Hukum = 1 Orang
Panitera Pengganti = 5 Orang
Jurusita = - Orang
Jurusita Pengganti = - Orang
c. Jumlah Pejabat Struktural

Sekretaris = 1 Orang
Kasubag Umum dan Keuangan = 1 Orang
Kasubag Kepegawaian, Organisasi = 1 Orang
dan Tata Laksana

Kasubag Perencanaan, T dan = 1 Orang
Pelaporan

Staff = 3 Orang

B e — e
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ADMINISTRATIVE COURTOF SERANG
PERGAD LAk TAFA USAMA A cAra SamANG

T —
PERENCANAAN KINERJA

B e — e
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Dalam menjalankan Tugas Pokok
dan Fungsinya sesuai Visi Misi
Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang ditentukan oleh
Penyediaan Anggaran melalui
Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA). Pada Tahun
Anggaran 2019 Satuan Kerja
Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang menerima  anggaran
Rp. 7.897.300.000,- (Tujuh Miliyar
Delapan Ratus Sembilan Puluh
Tujuh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah)
yang didalamnya terdapat 3
(tiga) macam program yang
utama dengan pagu masing-
masing sebagai berikut:

Program Dukungan Managemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Rp. 7.723.550.000,-
Agung

2. | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana | 133.000.000 -
Aparatur Mahkamah Agung p.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara 40.750.000,-

B. Program Kegiatan Pokolk

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun
Anggaran 2019 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan
pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

B e — e
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1. Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya MA

Dari Program ini dengan Anggaran

yang tersedia pada tahun 2019

dipergunakan untuk :

a. Pembayaran Gaiji dan
Tunjangan ;

b. Penyelenggaraan Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran ;

3. Program Peningkatan
Managemen Peradilan Militer

dan Tata Usaha Negara

Dari Program ini dengan Anggaran

yang tersedia pada tahun 2019

dipergunakan untuk :

a. Penyelesaian perkara di tingkat
pertama dan banding di
lingkungan  peradilan  tata
usaha negara yang tepat
waktu

b. Perkara peradilan tata usaha
negara yang  diselesaikan
melalui pembebasan biaya
perkara

. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung
Dari Program ini dengan
Anggaran yang fersedia pada
tahun 2019 dipergunakan untuk :
a. Persentase (%) Penyediaan
Sarana dan Prasarana yang
mendukung
penyelenggaraan Peradilan ;
b. Penyelenggaraan Peradilan
berbasis Teknologi Informasi.

B e — e
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Adapun ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut :

Sasaran
m strategis “ Indikator Kinerja

Terwujudnya Persentase sisa perkara yang 100%
Proses diselesaikan
Peradilan 2  Persentase perkara yang 80%
yang Pasti, diselesaikan tepat waktu
Transparan .
dan 3 Persentase penurunan sisa perkara 35%
Akuntabel 4 Persentase putusan perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding 100%
- Kasasi 100%
- PK 100%
5 Index responden pencari keadilan 80%
yang puas terhadap layanan
peradilan
2 Peningkatan 1 Persentase salinan putusan yang 50%
Efektivitas dikirimkan kepada para pihak
Pengelolaan 2  Persentase berkas perkara yang 100%
Penyelesaian dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
Perkara

yang digjukan secara lengkap dan
tepat waktu

3 Persentase putusan perkara yang 100%
menarik perhatian masyarakat
(sengketa pemilu) yang dapat
diakses secara online dalam waktu
1 hari setelah putus (one day

pubilish)

3 Meningkatnya 1 Persentase perkara prodeo yang 100%
akses diselesaikan
peradilan 2  Persentase pencari keadilan 100%
bagi golongan tertentu yang mendapat
masyarakat layanan bantuan hukum
miskin dan (Posbakum)
terpinggirkan
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4 Meningkatnya 1 Persentase putusan perkara TUN 100%

kepatuhan yang ditindaklanjuti
terhadap
putusan
pengadilan
1 Program Dukungan Manajemen dan Rp. 7.723.550.000,-
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Rp. 133.000.000,-

Aparatur Mahkamah Agung

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan  Rp. 40.750.000,-
Tata Usaha Negara

TOTAL Rp. 7.897.300.000,-
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-
A. CAPAIAN KINERIA TAHUN 2019

engukuran Kiersa adabuh proses sistemati dan berkesiambugan wtuk
nenilei Keborhasitin) Kepagabin peliksanaan Legiatan sesal progran,
Kebjjaktan wntuk mencapai sasaran dan lajuan yang Colah ditetaploan
datan mewsjudlean visi dan misi organisasi. pengukuran Kiersa merapakan suatu
metode atak menila Remsjuan yang Celoh dicapai disndinghon dengan sasaran
dan tajuan yang ditelopan. Pengakuran Kiverja Gilek dinaksudan  sebagai
nekanione  wtik memberiban reward)” pmihners mebuikan seboga alet

Komunikas dan alat /rm/(y'me/( wtak /m,m/a/%/ Z/}(Wy’a a/?a/(/&df/,'

Abuntabilitas Kirersa_adalah gambaran

Pengukuran fingkat capaian kinerja Secara umum terdapat beberapa
Pengadilan Tata Usaha Negara keberhasilan pencapaian target
Serang tahun 2019, dilakukan kinerja, namun demikian terdapat
dengan cara membandingkan juga beberapa target yang belum
antara target pencapaian indikator tercapai dalam tahun 2019 ini.
kinerija yang tfelah ditetapkan Pengukuran kinerja Pengadilan Tata
dengan redlisasinya,  sehingga Usaha Negara Serang Tahun 2020
terlihat apakah sasaran yang telah mengacu pada indikator kinerja
ditetapkan tercapai atau tidak. utama, unfuk mencapai sasaran
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yang telah ditetapkan. Pada akhir seluruh  kegiatan yang menjadi
tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha tanggung jawabnya.
Negara Serang telah melaksanakan

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan
sebagai berikut :

1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

MUSHOIMIG B0 x @ @8 K BIG

T &pamsragoesul

CIeB e e m 0 8 0 M+ - a X

se @40 @ Vhisope @ SURNAIING @ Gt @ wmmtrrreml @ VUG @ TN ety @ O inte fy

Buhwa torkart dengan persentase sica perara yanp
diselesatkan, PTUN Serang totah menyelosaikan seluruh
sisa perkara takun sebelunnya daban Cakun berjatan, yokui

pada takan 2079 lerdapat 77 perkara sisa dari tahon 2078

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
1. Syech Nawaws Al-Bantani No. 3

. 3 K. 5 Kol Banjarsari Xota Sarang
To. /s Rasq nowts 2sss

e o dan selurubnya Cebah dputus pada tahan 2079, sehingga
208 - pencapaian larged, realisasi dun capaian my’M' 700%,
Mo Mo FEURA | PRGN | == - [ s ]

o [
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TN Serary  menctophan  target  700%  awntukl

/z/{/a/mz/&/( /@/‘Zaﬁa secara  lepal wakts  wntuk

mengantisjpasi’ perkara yang masuk pada akhie Cakan

dan Giddak mm/{//éé{/gafr ik diselosaikan /a&z Cahun
/e/y'd/a/r, Fada takan 2079, lordapal sisa /wgmz dari 2078
sejuntah 17 perkara dan perkara bara yanp masuk di Cakun
2079 adabah 79 perkara, sehigga total tanggungan perkara di
PTUN Serang adabeh 90 perkara, Dari 90 perkara torsebut,
PTUN Serang mematus 77 perkara di tahan 2079 sehingga
a{//}?em/zé readisasi 78, 88%,
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tasi, /7@/(/%1/21/( fw,awm@( vy
dperoloh dari 348 pencard Readitan,
PTUN Serarp mendupathan nite
Repuasan 78% yanp dperotoh dari
pollng yang ditempathan & situs
Pran fefa/r/ /M/a takun 2079,
sehingga dperoteh capaian Kirersa
97,6%

Fada perkara yang dinokonkan bandig, Kasasi dan P mebabi
PTUN Serang pada tahan 2079, yakui 26 perkara bandig, 77
perkara kasas; 8 perkara PR dun perkara ehselusi # (total 6¢
/emgam/, leluh selurubuya diselosuiban proses admiistiasi dan
pengiinan berkasnya seoara lopal wakt / 700 %/ .

—
Rt AL

i s

n

R[]

hwa pada tahan 2079, di PTUN Seranp lidek tordapat
/emgam ynp menari perhation maa’”a/a/‘afac‘ /s’w(/&fa

/e/rr/ﬂ/, /ef(/«/{ demikjan capaian Aglhwj/a /a&z wdiator
R e tidak dgpat ditentian,

DATA SELURUN PEEKARA
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Pada tahun 2019 PTUN Serang tidak
menyelesaikan perkara prodeo
karena tidak ada yang mengajukan
perkara prodeo ke PTUN Serang.

REALISASI ANGGARAN
Realisasi Anggaran 2019

Jenis DIPA Program Jumlah Realisasi 2019
Anggaran
Total Anggaran 7.897.300.000,-
1 |DIPA 01 Badan Program Dukungan 7.723.550.000,- 83,53%

Urusan Administrasi  [Manajemen dan
Mahkamah Agung Rl |Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

2 |DIPA 01 Badan Program Peningkatan 133.000.000,- 74,89%
Urusan Administrasi  [Sarana dan Prasarana
Mahkamah Agung RI|Aparatur Mahkamah

Agung
1 |DIPA 05 Direktorat Program Peningkatan 40.750.000,- 63,56%
Jenderal Badan Manajemen Peradilan

Peradilan Militer dan [Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha
Negara
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PENUTUP
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Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Tahun 2019 ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran dan sebagai tindak lanjut dari
Instruksi  Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah.

L aporan Akuntabilitas Kinerja Satuan

Secara umum tujuan, sasaran, program
dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019
dapat dilaksanakan dengan baik, hamun
demikian hasil yang diperoleh tersebut
masin  perlu  ditingkatkan terus guna
merespon funtutan pelayanan masyarakat
yang semakin tinggi.

PTUN Serang terus melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan,
capaian yang telah diperoleh PTUN Serang antaralain:

1.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki Sertifikasi
ISO Pengadilan versi 2001 : 2015 yang sebelumnya telah memiliki
Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2008. Pengadilan Tata Usaha
Negara telah melalui tahapan - tahapan untuk mendapatkan
serfifikasi ISO yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia.
Dimulai dari sosialisasi ISO 92001 : 2015 hingga Audit yang
dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia.

Pada Tahun 2019 PTUN Serang mendapat Apresiasi dan Penghargaan
Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM
(Wilayah Birokrasi Bersin dan Melayani).

Audio Text Recording (ATR)

Sistem ini bernama Audio to Text Recording (ATR). Sistem ini
mengubah suara menjadi text, sehingga mempercepat proses
pembuatan Berita Acara Persidangan, selain mengubah suara
menjadi teks, sistem juga bisa merekam suara yang diperuntukan
dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang. Salah satu manfaat penggunaan ATR ini yakni untuk
mempercepat proses penyelesaian berkas perkara, keberadaan
sistem ini juga berdampak langsung terutama bagi hakim dan
panitera atau panitera pengganti (PP). Inovasi ATR merupakan
bagian dari bentuk implementasi terhadap Surat Edaran MA Rl
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan
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juga Surat Ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Publik. Dengan adanya ATR ini, selain mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga bisa membangun
kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki sertifikat
penjamin mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Tujuan Akreditasi
Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja
Peradilan Indonesia Yang UnggullPrima (Indonesia Court
Performance Excellent -ICPE).

4. Inovasi Pelayanan Publik Excellent Service yang dibuat dan
dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
bertujuan untuk memberikan pelayanan prima [/ excellent
service kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum
dan juga memberikan kemudahan pelayanan yang ada pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pelayanan terpadu
terdiri dari 5 (lima) Meja Layanan Publik (Informasi dan
Pengaduan), 3 (tiga) Meja Layanan Perkara, 1 (satu) Ruang
khusus Posbakum dan Media Center sebagai pusat informasi
publik. Pelayanan Publik Terpadu ini juga didukung penerapan
teknologi informasi dengan adanya aplikasi/software yang
dikembangkan oleh Tim IT Pengadilon Tata Usaha Negara
Serang seperti Aplikasi e-Attendence (Daftar Hadir
Persidangan), Aplikasi MOSI (Monitor Informasi), Aplikasi Tata
Persuratan, Aplikasi Case Database (Database Perkara) dan
aplikasi resmi Mahkamah Agung.

5. Pada Tahun 2019 PTUN Serang mendapat Apresiasi dan
Penghargaan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari
Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Aami berharap dapat teras meninghathan mutu peluyanan pada masyarakat
pencars Keaditan a/&y/d/r /M/a /ge/;/'a pong /efyec/wrm/( /aaﬁ SOP / Standar
ﬂfawmbm/ )D/We/«f/ dn seliap enam bulan sekal] dindekan revix SOF da . : . s
Kani akean iemya/a terus wntuk m/rr/a/‘t‘aéa/(/ga/( prestasi yany (///'wm/eé. B Y A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PTUN SERANG 39



B e — e
LAPORAN KINERJA INSTANS|I PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PTUN SERANG 410



